
SALINAN 

Menimbang 

Mcngingat 

BUPATI BADUNG 
PRCVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 19 TAHUN 2022 

TNTANG 

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum, perlu renetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-dacrah 'Tingkat I Bali, Nusua Tengguru Berat den 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 'Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 'Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 22022 tentung 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lemere Negara Republik Indoncsia 'Tahum 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoncsia Nomor 6801]; 

1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuen 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5248); 

', Undang-ndnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 22014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar 
Pemerintah Pusl damn emerintahan Dacrah (Lcmbaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pernberian anran Hukum dan 
Penyaluran Dana Bantuan IIukum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); S2 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Ilukum Dacrah (Bcrita 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Pcraturan Menteri Dalum Neperi Nomor 80 'Tahun 
2015 tcntang Pcmbentukan Produk Ilukum Laerah (Lerita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15/); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 
Tahun 22021 tentang Standar Layenan Hantuan Hukum 
(Lerita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97); 

Dengan Persetujuan Bersara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPA'TI BADUNG 

MEMU'TUSKAN: 

Menctapkan: PERATURAN DAERAII TENTANG PENYELENCCARAAN 
BAN'TUAN HUKUM. 

BAB I 
KETEN TUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Derah ini yang diruaksud dengun: 
1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Badung. 

5. Sekretaris Dacrah adalah Sckrctaris Dacrah Kabupaten 
Badung. 

6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
pemnberi Bantuar. Hukum sccara cuma-cuma kepada 
penerima Bantuan Hukum. 

7. Perangkat Daereh adalah Pcrangkat Dacrah yang 
melalxsannlxan leg ntan tneilitsi dn loorrlinaei huleumn 

8. Penyelenggara Bantuan lukum adalah Pemerintah Daerah. 
9. Penerima Bantuan Hukum dalnh orang tau kelorpok orang 

miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam 
administrasi kependudukan di Daerah. 

10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga antuan Hukum 
atau organisasi Eantuan Hukum yang memberi layanan 
Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Pemohon Bantuar. Hukum adalah orang, kelompok orang 
mniskin atau kuasanya yang tidak termusuk emberi 
Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan 
permohonan Bantuuan Hukum. 

I 1. 
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Mayarakat adalah orang atau kelompok orang vang 
memiliki identitas kcpenduduksan yang sah di Daerah. 
Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang 
kondisi sosial ekonominya dikateorikan mikin yang 
dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokurnen 
lain. 
Perkara adalah mxsnlnh hukur yung perlu diaelesaikan. 
Litigasi adalah proses pennrgunan Perkara hukum yan 
dilnkukan mellui jalur pcngadilnn untuk runyelesuiknnya 
Nonlitigasi adalah proses penanmnnan Porkara hukurn yang 
dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 
Advokat adalah orang yang berprofcsi memberi jasa hukum, 
baik di dalam meupun di luar pengadilan yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan kctentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 
Laa Hantnan Hukumn 
dianggarkan tiap tahun 
Dacrah oleh Pemerintah 
Bantuan Hukum. 
Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran 
penyclenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan 
Hukum yang lls verifikasi dan akreditasi yang ditctapkan 
sesuai ketentuan Peraturan Pcrundang undungan. 
nggaran endapatan dan Bclanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatar 
dan Belanja Daerah Kabupaten Badung. 

adalah alokasi biaya yang 
sesuai kemampuan keuangan 

Dacrah untuk pelaksanaan 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk: 
a. menjamin dan racmenuhi hak bagi Pencrima Bantuan 

lukum untuk mendapatkan akscs keadilen; 
b. mewujudkan hak konstitusional warga ncgara sesuai prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum; 
c. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 
d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dilaksanakan secaramerata di Daerah; dan 
e. menjamin terfasiltasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam 

pelaksanean pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima 
Bantuan Hukum. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan 
asas: 
a. keadilan; 
b, persamaan kedudukan di dalam hukum; 
c. keterbukaan; 
d. efisiensi: 
e. cfcktivitas; dan 
f. akuntabilitas. 
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Pasal 4 

Ruang lingkup Peruturan Daerah ini meliputi: 
a. erberi Bantuan FHukum dnn Penerima antuan Hukum; 
b. pelaksanaan Bantu an Hukum; 
c. syarat «dan tata cara pemberian Bantuan Iluku; 
d. pelaporan; 
c. pcndanen; den 
f. pengawasan. 

BAB II 
PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN 

PENERIMA BANTUAN HUKUM 

Bagian Kcsatu 
Pemberi 3anrunn Hukum 

Pasal 5 

(I) Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum 
yang telah mereruhi persyaratan sebagai Pemberi Bantunn 
Hukum. 

(2) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. berbadan hukum; 
b, terakreditasi; 
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tctap di Daerah; 
d. memiliki pcengurus; dan 
e. memiliki program Bantuan Hukum. 

Pasal 6 

Pembcri Bantuan lukum berhak: 

onsultasi hukum, 
berkaitan dengar 

f 

a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, 
dan mahasiswa f akultas hukum; 

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; 
c. mcnyelenggarakan pcnyuluhan hukur, 

dan program kegiatan lain yang 
penyelenggreen Lantuan Huknm; 

d. menerima an1ggaran dari Pemerintah Daerah uutuk 
melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraruran 
Dacrah ini; 

e. mengcluarkan per dapat tau pernyataan dalam membcla 
Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang 
pengedilen sesuai dengnn ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan; 
mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah 
Dacrah ataupun instansi lain, untuk kepentingan perbelaa 
Perkara; dan 
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g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan 
keselamataun selame menjalnknn perherian art uar 
TTukum. 

Pasal 7 

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk; 

a. melaporkan program pcnyclenggaraan Bantuan Hukum 
kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah dcngan tcmbusan 
disampaikan kcpada unit kcrja yang melaksenakan kegiaten 
fasilitesi dan koordinasi hukurn; 

b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan 
untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundan-undanan. 

c. menyelenggarakar. pendidikan dan pelatihan f3antuan 
Hukurn bugi Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa 
fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a; 

d. menjeg kerahasiun data, inforrnasi, dun/ntuu keterangur 
yang diperolch dari Pcncrima Bantuan Hukum bcrkaitan 
dengan Perkara yang scdang ditangani, kccuali ditcntukan 
lain oleh ketentua Peraturan Perundang undangan; dan 

e. memberikan an.uan IHukum kepada Penerima antuan 
Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditcntukan 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pcrundang-undangan 
sampai Perkaranya sclcsai, kccuali ada alasan sah secara 
hukum. 

Pasal 8 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal '7 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administre.tif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
berup: 
a, tcguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan/atau 
c. pemutusan hubungan kerja sama. 

(3) Ketentuen lebih lurrjut rnergenui rnekeurisre pengenuun 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan bupati. 

Pasal 9 

Pemhcri Bantuan Hukum tidak dapat dituntut sccara pcrdata 
maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang 
menjadi tanggung jawabnya sepanjang: 
a, dilakukan dcngan iktikad baik di dalam maupun di luar 

sidang pengadilan; 
b. sesuai standar Eantuan Hukum berdasarkan ketentuan 

Peraturan Perundng-undangn; dan/atau 
c. sesuai kode etik Advokat. 
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Pasal 10 

Pemberi Lantun IHukum dilarang: 
a, menerima atau eminla petlayurun dari Penerirnu Bantuan 

Hukum yang terkait dengan Perkara vang sedang ditangani 
Pemberi Bantuan Hukum; 

b. mcncrima dana Bantuan Hukurn dari pemerintah, 
pemerintah dacrah provinsi atau Pemerintah Daeruh secara 
bersamaan atas Perkara yang sama; dan/atau 

c. melakukan rekayasa permohonan ererir Antman 
Hukum 

Ba gzian Kedua 
Penerima Bantuan Hukum 

Pasal 11 

(1) Penerima Bantuan Hukum mendapat Bantuan Hukum dari 
Pemberi Bantuan lukum. 

(2) Bantuan Hukurr sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
mcliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan Lute 
usaha ncgare bai< Litigasi maupun Nonlitigasi. 

(3) Bantuan Hukum sebagimana dimaksud pada avat (1) 
meliputi menjalnkan kuasa, didampingi, diwakili, dibcla 
dan/atau dilakkan tindakan hukurn lain untuk 
kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum di dalam 
pengadilan dan di luar pengadilan. 

(4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) dikecualikan untuk kasus korupsi, markotik, 
makar dan/atau terorisme. 

Pasal 12 

Penerima Bantuan Hukum berhak: 
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya 

selesui dan/atau Perkaranya telah mempunvai kekuatan 
hukum tetap (inkracht), selama Penerima Bantuan Hukum 
yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya; 

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dcngan standar 
Bantuan Hukum dan/atau kode ctik Advokat; dan 

c. mendapatkan informasi dan dokumen ynns bcrkaitan 
dengan pelaksanaan pemberian antuan Hukum scsuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. 

Fasal 13 

Penerima Bantun lHakum berkewajiban: 
a. menyampaikan bukti, informasi, keterangen dan/atau 

Perkara sccara bnar kepada Pemberi Bantuan Hukum; 
dan 

b. membantu kelancaurn pemberian Bantuan Hukum. 
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Pasal 14 

Penerima Bantuar. Hukum yang melanggar ketertuan 
sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi 
berupa pembatalan pemborian Bantuan Hukum oleh Pemberi 
Bantuan lukum, 

1An I 
PELAKSANAAN BANTUAN IUKUM 

Fasal 15 

oleh dilakukan Hukum (1) Penyclcngaraan Bantuan 
Pemcrintah Daerh. 

(2) Pcmcrintah Dacrah dalam menyelenggarakan Bantuan 
Hukur sebagirana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
mclalui kerja same dengan Pemberi antuan Hukum. 

() Kerja sura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalamn perjanjian kcrja sama pemberian 
Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum. 

Pasal 16 
(1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum reliputi Perkara 

keperdataan, pidana dan tata usaha ncgara. 
(2) Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Litigasi; dan 
b. Nonlitigasi. 

Pasal 17 

(1) Bantuan Hukum sccara Litigasi scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 nyat () huruf a, dilakukan dengan cara; 
a. pendampingan dan/arau mcnjalankan kuase cdirnulei 

dart tmngkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan 
memiliki putusan yang berkekuatan hukum tctap; 

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam 
proses pemeriksaan di persidangan; ata1 

c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa 
terhadap Tenerima Bantuan Hukum di pengadilan 
tut¢ asale ncgera, 

(2) antuan Hukum sccara Nonlitigasi ebnyaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk; 
a. penyuluhar. hukum; 
b. konsultasi hukur; 
c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun 

non elektronik; 
d. penelitian hukum; 

'· 

neosiasi; 
g. pemberdayaan Masyarakat; 
h. pendampinan di luar pengadilan; dan/atau 

drafting dokumen hukum. 

e. mediasi; 
f. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukur Litigasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan Bantuan Hukum 
Nonlitigasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

FAF TV 
SYARAT DAN TATA CARA PEMB3ERIAN BANTUAN HUKUM 

3ainn Kesalu 
Syarat Pemberian Bantuan Hukum 

Pasal 18 

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, emohon Bantuan 
Hukum harus rernenuhi syrat sebnwgi herikut: 
a. mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada 

Pemberi Bantuar Hukurn dan/atau Pemerintah Daerah; 
b. dalam hal permohonan diajukan kepada Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah 
meneruskan permohonan tersebut kepada Pemberi Bantuan 
Hukum; 

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling 
sedikit memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum clan 
uraian singkat rcngenai Perkara yang dimintakan Bantuan 
Hukum; 

d. menyerahkan dokumen berkenann dengan Perkar; 
e. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Perbekel 

di tempat tinggal Perohon Bantuan Hukum berdasarkan 
data terpadu kescjahteraan sosial (DTKS); dan 

f. melampirkan urat pernyatan tidnk menerimn Bantuan 
Hukurn dari pihak runpun 

Pusu1 19 

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf c dibuktikan dengan kartu tand 
penduduk dan/ata dokumen lain yang dikeluarkan oleh 
instansi yang berwenang. 

Pasal 20 
(I) Dalamn hal Pemoon Bantuan Hukurn tidak remiliki srat 

keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
huruf e, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan 
dokumen lain sebagai pcngganti surat kctcrangan miskin. 

() Dalam hal emohon Bantuan Hukur tidak memiliki 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 
19 dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
Pemberi Bantuan Hukum mcmbantu Pemohon Bantuan 
Hukum dalam mcmperoleh persyaratan terscbut. 
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Bagian Kedua 
Tata Cara Pembcrian Bantuan Hukum 

Pasal 221 

(l) Pemberi Bantuan Hukum wajb memeriksa kelengkapan 
persyaratan dalam waktu paling lama l (satu) hari kerja setelah 
menerima Derks perrnahonan antuan Hukum. 

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum tclah memenuhi 
persyaratan, Pemberi Hantuan Hukum menyarnpaikan 
kesediaan atau pcnolakan secara tertulis atas permohonan 
sebagaimans dimeksud pad ayat (l) dalam waktu paling lama 
3 (tiga) hari kcrja terhitung sejak permohonan dinyatakan 
lengkap. 

(3) Dalam hal Pember.. Bantuan Hukum mcnyatakun kesediauan 
scbagaimane diruksud pada ayat (2), Pemberi Lantuan Hukur 
memberikan antuan Hukurn berdaserken surat kuasa khusus 
deri Penerirnu unluan Hukum. 

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi 
Bantuun Hukun memberikan alasan penolakan secara tertulis 
dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
permohonan dinyatakan lengkap. 

Pasal 22 

Dalam jangka wktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 
ditandatanganinya surat kuasa khusus sebagaimna dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (33), Pemberi Bantuan Hukurn wajib 
melakukan koordinasi dcngan Perangkut Lueruh dan enerima 
Bantuan Hukum mengenaui rencna kerja. 

Pasal 23 

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (l) dan/atau lasal 22 dikenai 
sanksi bcrupa pembatalen perberian Dana Bantuan Hukum olch 
Pemerintah Dacrah. 

BAB V 
PELAPORAN 

Pasal 24 

(1) Pemberi Bantuan Hukum menvampaikan laporan pengclolaan 
anggaran progrart Bantuan Hukum kepada Dupati melalui 
Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepede 
pejabat pengelola keuangan Daerah dan Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah setiap triwulan. 

(2) Laporan pengelolaan Anpgaran Bantuan lukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk 

pertanggungiawaba keuangan dan kinerja atas pengelolaan 
anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari 
APB3D 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
sebagemana dimnlsud pada ayat (1) dnn nyat 
dalam Peraturan B pati. 

pelaporan 
(2) diatu± 

Pasal 25 

(I) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan 
penyelenggaraan Bantuan Hukur yang terdiri atas: 
e. leporan renlianni Anggaran Lantuan Hukum; dan 
b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum 

(2) Laporan sebagairre.na dimaksud pada ayat (I) disampaikan 
kepada Bupati mclalui Sekretaris Daerah. 

BA VI 
PENDANAAN 

Bagian Kest 
Sumber Dana 

Pasal 26 

Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh 
Pcmcrintah Dacrah ber3umber dari APB3D. 

Begian Kcdua 
Penyaluran Lene 

Pasal 27 

(1) Penyaluran Dana Bntuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan 
Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15. 

(22) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
diberikan pcr-Perknra atau per kegiatan dengan berpedoman 
pada ketentuan Peraturan Pcrundang undangan. 

Pasal 28 

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah 
Perheri Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap 
tahapan proses bcracara den menyampaikan laporan yang 
disertai dengan bukti pendukung. 

() Tahapan proses beracare sebaairnaa dimaksud pada ayat () 
ruerupakan tahapan pcnanganen Perkara dalam: 
• kasus pidana meliputi penyidikan dan porsidangan di 

pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, 
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; 

b. kasus perdata meliputi upaya perdamaian atau putusen 
pengadilan tingkat I, tingkat banding, putusan pengadilan 
tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dar 

c. kasus tata usaha negara, mcliputi pemeriksaan 
pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan 
pcngadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat 
kAsasi, dan peninjauan embali. 
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Pasal 29 

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 dihitung berdasarken penetupan tarif atau 
persentase tertcntu per-Perkara sesuai standar biaya 
pelakaanaan Bantun Ilukurn I.itigasi yang telah ditetapkan 
olch penyclcnggara Bantuan Hukum. 

(2) Penyaluran Dana Bantuan Hukurn pada setiap tahapan proses 
beracara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidal 
menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk 
memberikan Bantuan Hukur sampai dengan Perkara yang 
ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 330 

(1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan 
setelah Pemberi Bantuan Hukum menvelesaikan paling sedikit 
1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan 
menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti 
pendukung. 

(2) Penyaluran Dana Banruan Hukum scbagairman direksud 
pada ayat (l) dihitung berdasarkan tarif per-kegiatan sesuai 
standar biaya pclaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi 
sehapirana ditetapkan oleh penyclenggara Bantuan Ilukum. 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanju: mengenai penyaluran dan besaran Dana 
Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 
Pasal 30 diatur dalam ?eraturan Dupati. 

RAB VII 
PE NGAWASAN 

Pasal 32 

(1) Bupati melakukan pcngawasan pemberian Bantuan Hukum 
dan penyaluran Dana Bantuan Hukum. 

(2) Pengawasan oleh Eupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas 
dan fungi pcngawasan. 

Pasal 33 

Tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 32 
ayat (2) meliputi: 
a. melakukan pengawasan atas pembcrian Bantuan Hukum dan 

penyaluran Dana Dantuan Hukum; 
b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkt 

Daerah. 
c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran 
Dana Bantuan lulum; 



Salinan sesuai dengan aslinya 
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Kepala Bagian Hukum 
Setda. Kabupaten Badung, 

An de Ast a 
NIP. 19720510 199903 1 008 



12 
d. melakukan klarifikasi atas adenva dugaan penyimpangan 

pemberian Bantuan Hukum dan penyuluran Dana Bantan 
Hukum yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah dan/atau 
Masyarakat; 

e. mengusulkan sanksi kcpada Bupati atas terjadinye 
penyimpangn pemberian Dantuan Hukum dan/atau 
penyaluran Dana lantuan iukum; dan 

f. membuat laporn pelkanaan pengpwnan kepada Bupati. 

Pasal 34 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tate cara pengawasan terhadap 
ponyelenggaraan pemberian Bantan Hukum di Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalamn Peraturan 
Bupati. 

BAB vm 
KETEN'TUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Deerehr ini 
diundangkan. 

Pasal 36 
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengzetahuinya, memerintahkan pcngundangan 
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten ac ung. 

kan di Mangupuura 
al 3 Desember 2022 

CIRI PRASTA 

Diundangkan di Mangupure 
pada tanggal 23, Dcscmber, 2022 

� 
U' SEKRETARIS DAERAH BUPATEN BADUNG, 

} f 

. r 
ADI ARNAWA 

LEMARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 19 
NOREG. PERATURAN DAERAI KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : 
(19, 113/2022) 
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PE.NJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
NOMOR 19 TAHUN 2022 

' N'TANG 

I'LNYELLNGGA.RAAN LANTUAN IUKUM 

I. UMUM 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah ncgara hukum. 
Selanjutnya dalar Pasal 281 Ayat (l) menyatakan bahwa, "Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini telah 
memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau 
kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk 
mendapatkan akses terhadap keadilan. Untuk itu Pemerintah termasuk 
Pemerintah Daerah wajib hadir untuk memenuhi hak tersebut dan 
menjamin kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan (access to 
justice) dnr kesunaeun di hedapn biukur (equality Defore the law) relalui 
pemberisn Bantuan Hukum khususnya bagi Masyarakat Miskin. 

Jaminan pemenuhan hak atas Bantuan lukum merupakan hak 
konstitusional yang belum sepenuhnya dapat di akses oleh Masyarakat 
Miskin, sehinggge untuk memenuhi hk tersebut diperluken ednye suatu 
Peraturan Daerah mengonai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. 
Pembentukan Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi 
emerintah Laerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga 
miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan 
hukum. 

Untuk pemenuhan hak tersebut pemberian Bantuan Hukum bagi 
Masyarakat Miskin yang diselenggarakan olh Pemerintah Dacrah tclah 
diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum, yakni dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:" 
penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengen Peraturn Deruh. 
Sampai dengan saat ini di Kabupaten Dadung belum ada Peraturan Daerah 
yang mengatur hal tersebut. 

Dengan ditctapkannya Peraruran Dacrah tontang Ponyelonpgaraan 
Bantuan Hukum untuk Masya:akat Miskin ini, diharapkan Masyarakat 
Miskin yang ada di Kabupaten Badung dapat terpenuhi haknya untuk 
mcndapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan 
Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan 
upaya serta mcmbcrikan jaminan dan pcrlindungan hak asasi manusia 
melalui Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal l 
Cukrup jelas. 
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Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas keadilan" adalah mcncmpatken hak 
dan kewajiban setiap orang sccara proporsional, patut, benar, baik 
dun tertib. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "asas persaman kedudukan di dalam 
hukum" adaluh bahwa setiap orang mcmpunyai hak dan perlakuan 
yang sama di depan hukum serta kcwajiban menjunjung tinggi 
hukum. 

Huruf c 
Yang dimaksud dcngan "asas keterbukaan adalah memberikan 
akses kepada masyarakat umntuk memperoleh informasi secara 
lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam 
mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara 
konstitusional. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan asas elisiensi" adalah memaksimalknn 
Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran 
yang ada. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan asas efektivitas" adalah mcnentukan 
pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secure tept. 

Huruff 
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa sotiap 
kcgiatan dan hasil akhir duri kegiutun penyelenggaraan Bantuan 
Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasel b 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Persyarutan "Berbadan hukum" dibuktikan 
melampirkan fotokcpi Akta pendirian Notaris. 

Huruf b 
ersyarn terkrelitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi 
Sertifikat ekreditasi deri ementerian yany enyelerarakar 
urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisir. 

luruf c 
Persyurtun emiliki kantor atau sekretariat yang tetap, 
dibuktikan dengan surat keterangan domisili kantor 
kesekrctariatan Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkar 
pejabat yang berwcnang. 

dengan 

Huruf d 
PersyrIan memiliki pengurus, 
mclampirkan susuran kepengurusan. 

dibuktikan dengan 
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Hurl'e 
ersyaratan memihiki prorm Bantunn Hukum dibuktikan 

dengan melampirkan daftar kcgiatan pcmbcrian bantuan 
hukum sclama 2 (dua) tahun terakhir. 

Pasal 0 
Cukup jclas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cwkup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jclas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pa8nl 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jclas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat ( 1) 

Yang dimaksud dcngan "dokumen lain, antara lain: 
a. Krtu Jarninn Kesehatan Masyarakat; 
b. Bantuan Langsung Tunai, 
c. Kartu Keluarga Sejahtcra; atau 
d. Surat keterangan yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan rusan pemerintahan bidang sosial di 
Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

asal 2T 
Cukup jelas. 

Pasal22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jclas. 

Pasal 24 
Cukupjelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 
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Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 228 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup.jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pusud 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 
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